
SOP/AS/23

Peralatan/Perlengkapan :

1. Manual Mutu

Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

A

1 Menyerahkan bukti

transaksi pengeluaran 

anggaran

BAP Kas dan

LPJ 

2 Menginput Bukti

Transaksi ke aplikasi

SAS (Silabi)

BAP Kas dan

LPJ 

3 Membuat Berita

Acara Pemeriksaan

Kas dan Rekonsiliasi

serta LPJ Bendahara

Pengeluaran melalui 

BAP Kas dan

LPJ 

4 Mencetak Berita

Acara Pemeriksaan

Kas dan Rekonsiliasi,

BKU, Buku Pembantu

Bendahara serta LPJ

Bendahara 

Pengeluaran

BAP Kas dan

LPJ 

5 Mengoreksi dan

menandatangani 

Berita Acara

Pemeriksaan Kas dan

Rekonsiliasi, BKU,

Buku Pembantu

Bendahara serta LPJ

Bendahara 

Pengeluaran

BAP Kas dan

LPJ 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan 04 September 2017

Tanggal Revisi 16 Juli 2017

Tanggal Efektif 16 Juli 2018

Disahkan oleh Ketua

Pertanggungjawaban Anggaran

1. Undang – Undang  Nomor 17   Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan 

Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan 

Pertanggung jawaban Belanja Negera Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada 

Dibawahnya;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan

7. PERSEKMA No.002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

diLingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

8. Permenpan dan RB No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.

1. S1 Ekonomi/Manajemen

2. S1 Ilmu Komputer

3. S1 Hukum

4. SMA Sederajat

Keterkaitan :

1. Data-data pendukung

2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor

3. Jaringan internet

1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak               ( PNBP ) tidak akan 

berjalan dengan baik

1. SSBP

2. Berkas PNPB

3. Aplikasi SAS

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Keuangan Bendahara PPSPM PPK
Persyaratan 

/Perlengkapan
Waktu Output

Pengajuan SP2D LS (Langsung)

SPM/SP2D beserta 

dokumen 

pendukung 

pengeluaran 

anggaran

Hari ke 1

Buku Kas Umum 

dan Buku Kas 

Pembantu

Hari ke 1

Buku Kas Umum 

dan Buku Kas 

Pembantu

Hari ke 1

Buku Kas Umum 

dan Buku Kas 

Pembantu

Hari ke 1

Buku Kas Umum 

dan Buku Kas 

Pembantu

Hari ke 2
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Jalan Sekerak, Kampung Bundar, Karang Baru, Komp. Perkantoran Aceh Tamiang 



6 Mengirim Berita

Acara Pemeriksaan

Kas dan Rekonsiliasi,

BKU, Buku Pembantu

Bendahara serta LPJ

Bendahara 

Pengeluaran ke

KPPN

LPJ Bendahara

Pengeluaran 

7 Menerima LPJ 

bendahara 

pengeluaran dari 

KPPN

LPJ Bendahara

Pengeluaran 

8 Mengirim LPJ 

bendahara 

pengeluaran ke BPK, 

Biro Keuangan, Dirjen 

Badilag dan Badan 

Pengawasan MARI

LPJ Bendahara

Pengeluaran, 

BAR, BKU dan

Buku Pembantu

lainnya

9 Mengarsipkan  LPJ 

Bendahara 

Pengeluaran, BAR, 

BKU dan Buku 

Pembantu lainnya

LPJ Bendahara

Pengeluaran, 

BAR, BKU dan

Buku Pembantu

lainnya

LPJ Bendahara 

Pengeluaran, BAR, 

BKU dan Buku 

Pembantu lainnya

Hari ke 4

LPJ Bendahara 

Pengeluaran 

Hari ke 6

LPJ Bendahara 

Pengeluaran, BAR, 

BKU dan Buku 

Pembantu lainnya

Hari ke 7

LPJ Bendahara 

Pengeluaran, BAR, 

BKU dan Buku 

Pembantu lainnya

Hari ke 7


